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TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perencanaan kegiatan Tahun 2024 serta sebagai
penjabaran dan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI
Palangka Raya, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Kerja Balai
Pemantapan Kawasan hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI
Palangka Raya Tahun 2024,

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya tentang Rencana Kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI
Palangka Raya Rahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan




Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421):

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4464);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 6056;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6635);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6657);

10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 203);

11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

13.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1
: 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor
92);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024;

15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.51/MENLHK-SETJEN/ROKUM.1/10/2017 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor



Menetapkan

P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan
Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;

17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta
Penggunaan Kawasan Hutan;

18.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Tata cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga;

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

20.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawsan
Hutan dan Tata Lingkungan;

21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.16/MENLHK/SETJEN/Set.1/8.2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

22.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Kinerja Organisasi di Lingkungan KLHK;

23.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;

24.Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan  Nomor  SK.25/PKTL/SET.2/KEU.0/8/2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2020 tentang
Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2020-2024.

25.Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor
SK.36/PKTL/SET.2/KEU.0/12/2024 tentang Rencana Kerja Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA
TENTANG RENCANA KERJA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN
HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA
RAYA TAHUN 2024.



Kesatu

Kedua

Kedua

Ketiga

: Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata

Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini.

: Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata

Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 menjadi pedoman
dalam pelaksanaan kegiatan seluruh pegawai lingkup Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya
Tahun 2024.

: Perubahan terhadap Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan

dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya Tahun 2024 dapat
dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

. Keputusan Kepala Balai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 20 Desember 2024
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KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari
pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2020 - 2024. Oleh karenanya, RENJA ini sangat
penting terkait upaya pencapaian kinerja dari Rencana Strategis Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2020 - 2024.

Penguatan, konsolidasi, dan upaya transformasi Balai Pemantapan Kawasan
Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI terutama di era digitaliasi dan teknologi
informasi yang terus berkembang menjadi langkah penting untuk memperkuat,
menyelaraskan arah dan strategi, serta reformulasi sasaran program dan kegiatan ke
depan sekaligus langkah-langkah strategis pencapaiannya. Selain itu, Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI memiliki peran
utama di dalam mempersiapkan kondisi pemungkin (enabling condition) dalam
rangka mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang
berkelanjutan. Hal ini diupayakan melalui pelaksanaan tiga program Pembangunan
yaitu program Pembangunan hutan berkelanjutan, program Kualitas lingkungan
hidup, serta program dukungan manajemen.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran program dan indikator kinerja
lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun
2024, evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya serta penajaman strategi dan
penyelarasan fokus kegiatan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan
modalitas sumber daya (sumber daya manusia, anggaran), kebijakan, teknologi dan
kemitraan. Dokumen rencana kerja ini menjadi catatan langkah kerja dan sasaran
pencapaian kinerja untuk menjadi pedoman bagi seluruh pegawai lingkup Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI pada tahun 2024.
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BAB I

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berdasarkan Visi dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan yakni Pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup
secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional,
dalam mendukung terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan
Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) kunci pokok yang menjadi
aspek utama, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan, dalam hal mempercepat pemantapan kawasan
hutan, melalui Penetapan kawasan hutandan penetapan hutan adat bersama
pemerintah daerah, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan,
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, Penyelesaian kawasan hutan vyang dilepaskan untuk TORA,
Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

2. Penataan lingkungan hidup, dalam hal mengupayakan perbaikan kualitas
lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang
menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan
dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan
kegiatan;

3. Partisipatif dan Keberlanjutan, dalam hal pembangunan yang dilaksanakan oleh
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan bersinergi dengan
seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan,
kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta
meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat
baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Memperhatikan hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI selaku Satuan Kerja Direktorat Jenderal Planologi dan Tata
Lingkungan berperan dan berupaya untuk mendukung terwujudnya Visi dari
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan berbagai
sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan, serta telah
dijabarkan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Tahun 2024.




B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutan Dan Tata Lingkungan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta dipimpin
oleh Kepala Balai.

PERMENLHK NOMOR 18 TAHUN 2022




KINERJA PROGRAM KLHK TAHUN 2020-2024

Kualitas Lingloun gan Hidup

Ketalwnan Berncans dan Perubahan Idim

Pengriclaan Hutan Berleelanptan

Perwixtilcan dan Pelatiban Volkas

Dukamgan Manajemen

ns1
n Souakitas

hungan hidup

ns2
Memning katnva optimalsast pengelolasn sampah

nsi
Meningkatmya sivkular ekononu dan sampeh dan
bmibah

Ts3
Menunenoya emes GRK dan Sektor Lambah dan

Kebotmun vang swndukung pembangunan rerclah
arbon

TS
Menusranoya lajs pemyunstan bustan

ns2
Menmg katrwa pemaniaat an sumberdays butan yang
berkelangutan

ns
Menungiatiya skspor hasil hutan, TSL. dan
bioprospecting

5
Meningkatrya Penversmaan Negara dact Lingiungan
Hidup dan Kehutanan

1351
Terwlesmicannra stanss kawvasan huitan vang diakos
secara legal dan legitmate

nSs2
Menmgkatnra kepastian hukum atas pengisasam
tanah oleh auoyarakat pada kawasan hutan

B

Meningkatnva pernaniast an hutan oleh masyarakat
yang adil dan merata

TSI
Menmgkara SOM KLHK vang berkuabtas

Tis2
Menmglatitya baroloasi dan layanan publik yang
agile, efeitd. dan efinen

TisS11
Inclekes kualitas

bnglungan hedap

n=s1
Itk Kinerya Pengeiola an Sampar:

TSl

Koutribuss Sektor Lingkungan Hidup terhadap

PDB Nasional (berdasarican hargs berlaios)

ns1

Perventase permunman enusis GRK dan sektor

Embah dan kehutanan yang mendulomg
pembangunan rendah karton

Tsil
Lam: Deforesta dan Degradast Hutan

nR1

Kontnbus Sektor Kehutapan techadap PDB

MNasional (berdasarkan harga berlako)

nsi
2ilai Elapor Hasd Hutan, TSL, den
Boprospecting

Sl
Nilas PNBP Fungsional KLHK

Bnsi

Luas Kawasan Hutan dengan Statis Penetapan

BR1

Luas Kawazan Hutan yang Diepasican untuk
TORA

TS
Lusas Kawasan Hutan yang Dikelok et
Maryarakat

s

Indeks Produktivitas dan Daya Saing SOM LHK

TS1
Nitai Kieja Reformas Birokras

PPKL, PSLES, PKTL, BSI LHK
PHLHEK, KSDAE, PDASRH. BRGM

PP1, B51 LHK

PHL. KSDAE. PDASRH. PSKL, PKTL.

PHLHK, BRGM

PHL, KSDAE PSKL BSI LHK

BP2SDM

PHL, KSDAE

PHL, KSDAE PKTL

PKIL

PKTL

PSKL, PHL, KSDAE

BP2SDM

SETIEN, ITJEN, SELURUH
SEKRETARIATUKEL

BPKHTL Wilayah XXI selain menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang
telah diamanatkan oleh Eselon 1 DITJEN PKTL, juga melakukan kegiatan yang

s e



mendukung kinerja Eselon lainnya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Dalam hal ini Kegiatan yang dilakukan BPKHTL Wilayah XXI selain
bersifat cascading yang merupakan turunan dari RENJA Eselon 1 juga bersifat
crosscutting atau beririsan dengan kinerja eselon lainnya. Dapat dilihat pada gambar
diatas.

Sebagai contoh T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan. Peran BPKHTL
salah satunya melakukan perhitungan terkait dengan tutupan lahan melalui kegiatan
penafsiran citra satelit resolusi sedang. Data dan informasi tutupan lahan ini akan
dimanfaatkan oleh berbagai pihak termasuk eselon I lain diluar Ditjen
PKTL.Selanjutnya BPKHTL juga memfasilitasi kegiatan penandaan batas areal izin
perhutanan sosial (PS) kegiatan ini secara nyata dan langsung mendukung kegiatan
T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata,
dimana kegiatan ini akan mendukung kinerja di Eslelon I Ditjen PSKL,PHL,dan
KSDAE.

Pencapaian kinerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka
Raya sangat berhubungan erat dengan kinerja bidang lain ataupun instansi lain
(Crosscutting). Dalam hal Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan, kinerja ini
sangat berkaitan dengan peran Panitia Tata Batas (PTB). Panitia Tata Batas
Kawasan Hutan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan yang mempunyai tugas melakukan Penataan Batas Kawasan Hutan
berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun
2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,serta
Penggunaan Kawasan Hutan. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diketuai oleh Kepala Balai merangkap sebagai
anggota. (2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri atas unsur: a. Dinas
Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota;b.badan yang diserahi tugas dan
tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah atau dinas yang
diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang penataan ruang di tingkat kabupaten /
kota; c. kantor pertanahan kabupaten / kota; d.bagian tata pemerintahan pada
sekretariat daerah kabupaten / kota; e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian
yang terkait; dan f. camat setempat. (3) Dalam hal Penataan Batas dilakukan pada
wilayah Kawasan Konservasi di wilayah perairan, unsur keanggotaan ditambahkan
instansi yang membidangi kelautan, pesisir dan pulau kecil. Tugas dari PTB adalah
melakukan  persiapan dan  pelaksanaan  Penataan Batas  Kawasan
Hutan;b.menyelesaikan masalah Hak Atas Tanah / lahan disepanjang Trayek Batas;
c. Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Tata Batas; dan
d. membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta
Tata Batas Kawasan Hutan. Berdasarkan penjelasan diatas sangat terlihat bahwa
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penyelesaian target dan kinerja BPKHTL XXI merupakan kerja yang berkaitan
dengan instansi lain, perlu koordinasi dan kolabarasi untuk mencapai target kinerja.

Pada kegiatan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah
dalam rangka penataan Kawasan hutan (PPTPKH) juga telah dilakukan dengan
melibatkan instansi lain baik internal KLHK maupun Instansi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan bahkan sampai kepala desa.Berdasarkan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021
Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,serta Penggunaan Kawasan Hutan, susunan Tim
INVER sebagai berikut :

A. Ketua : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

B. Sekretaris : Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan.

C. Anggota

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

2. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
penataan ruang.

3. Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
penataan ruang.

4. Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
lingkungan hidup.

5. Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhutanan
Sosial.

6. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
konservasi sumber daya alam dan ekosistem apabila kawasan hutan terdapat
hutan konservasi.

7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat.

8. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota.

9. Camat setempat atau pejabat kecamatan.

10. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Tugas Tim Inver a. melaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten/ kota; b.
menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang
diajukan melalui bupati/walikota; c.melaksanakan pendataan lapangan; d.
melakukan analisis: 1. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada
didalam Kawasan Hutan; dan/atau 2.Lingkungan hidup; dan e.merumuskan
rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada Gubernur.




C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN
TATA USAHA

| 1
SEKSI PENGUKUHAN SEKSI SUMBER
DAN PERENCANAAN DAYA HUTAN DAN
KAWASAN HUTAN TATA LINGKUNGAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

L Lt rrrrrro

TITTTT
TILT L Lo

Adapun Tugas dan Fungsinya meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana,program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian,
keuangan,pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah
tanggaan,dan hubungan masyarakat;advokasi hukum;dan pengelolaan data dan
informasi.

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penataan batas,rekontruksi batas dan pemetaan
kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan
hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha
pemanfaatan hutan,persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,persetujuan
penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan,dan penetapan
kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan bahan monitoring,evaluasi dan penilaian penggunaan kawasan hutan;
inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam dan lingkungan
hidup dibidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;penyebarluasan informasi
geospasial lingkungan hidupdan kehutanan;penyiapan dan penyajian data dan
informasi perencanaan kehutanan,pengukuhan kawasan hutan, penata gunaan
kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan,pemanfaatan hutan dan penggunaan
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kawasan hutan serta tata lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa
lingkungan hidup tinggi,daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;fasilitasi
penyiapan penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup; pendampingan dan verifikasi informasi geospasial
dalam uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau
konsultasi teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah,
tim validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem
kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen
ekonomi lingkungan hidup daerah.

4. Kelompok Jabatan Fungsional,mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKHTL sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan.

Adapun Sumber Daya Manusia BPKHTL Wilayah XXI meliputi:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana,program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi kepegawaian,
keuangan,pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah
tanggaan,dan hubungan masyarakat;advokasi hukum;dan pengelolaan data dan
informasi.

Secara rinci nama jabatan ASN pada Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha : 1 Orang
Bendahara : 1 Orang
Penata administrasi Keuangan : 1 Orang
Analis Data : 2 Orang
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa : 1 Orang
Pengelola Barang Milik Negara : 1 Orang
Verifikator Keuangan : 1 Orang
Jumiah : 9 Orang

Selain ASN yang ada,juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian
sebagai berikut:

Security/keamanan : 2 Orang
Pengemudi : 1 Orang
Pramu Kantor : 2 Orang
Pengadministrasi keuangan : 2 Orang
Pengadministrasi Persuratan : 2 Orang
Pengadministrasi Perlengkapan : 1 Orang
Pramu Pemeliharaan pekarangan taman : 1 Orang
Teknisi Jaringan : 1 Orang
Penata Administrasi Kepegawaian : 1 Orang
()



Penata Administrasi Perlengkapan : 1 Orang
JUMLAH : 14 Orang

2. Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan penataan batas,rekontruksi batas dan pemetaan
kawasan hutan; inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan
hutan; penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha
pemanfaatan hutan,persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,persetujuan
penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan,dan penetapan
kawasan hutan dengan tujuan tertentu.

Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Pemolaan Kawasan Hutan adalah sebagai
berikut :

Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan : 1 Orang
Analis Data : 3 Orang
JUMLAH : 4 Orang

Selain ASN yang ada,juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian
sebagai berikut:

Pengadministrasi Seksi PKH : 1 Orang
Pengolah Data : 2 Orang
Juru Ukur : 3 Orang
JUMLAH : 6 Orang

3. Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan monitoring,evaluasi dan penilaian penggunaan
kawasan hutan; inventarisasi hutan skala nasional di wilayah; pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya
alam dan lingkungan hidup dibidang planologi kehutanan dan tata
lingkungan;penyebarluasan informasi  geospasial lingkungan hidup dan
kehutanan;penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan
kehutanan,pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah
pengelolaan hutan,pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata
lingkungan; verifikasi data dan informasi ekoregion, jasa lingkungan hidup
tinggi,daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;fasilitasi penyiapan
penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;pendampingan dan verifikasi informasi geospasial dalam
uji kelayakan lingkungan hidup daerah; dan forum bimbingan dan/atau konsultasi
teknis dan penyuluhan kepada tim uji kelayakan lingkungan hidup daerah, tim
validasi kajian lingkungan hidup strategis daerah, serta tim verifikasi rencana
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan diseminasi sistem
kajian dampak lingkungan, ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan instrumen
ekonomi lingkungan hidup daerah.

HJ



Secara rinci nama jabatan ASN Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan
adalah sebagai berikut:

Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan : 1 Orang

Analis Data . 3 Orang

JUMLAH : 40rang

Selain ASN yang ada,juga terdapat Pegawai Tidak Tetap (PPNPN) dengan rincian
sebagai berikut:

Pengadministrasi Seksi ISDHL : 1 Orang
Pengolah data perencanaan Kawasan Hutan : 2 Orang
Pengolah data Pertumbuhan dan kondisi hutan : 1 Orang
Pengolah data Penatagunaan Pembentukan : 1 Orang
Wilayah Pengelola Kawasan Hutan

JUMLAH : 5 Orang

4. Kelompok Jabatan Fungsional,mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Secara rinci komposisi kelompok jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

PEH Muda : 2 Orang
PEH Pertama : 14 Orang
PEH Pelaksana Lanjutan /Mahir : 1 Orang
Surveyor Pemetaan Terampil :1 Orang
JUMLAH : 16 Orang




BAB II

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun
2023

Tahun 2022 Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah
XXI Palangka Raya sejalan dengan yang telah dilakukan Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dimana melakukan beberapa
perubahan anggaran DIPA tahun 2022 yang tentunya mempengaruhi target dan
anggaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2022, yakni :

a. Pencadangan Anggaran  Terjadi Pencadangan Anggaran (Automatic
(Automatic Adjustment) Adjustment) AA terhadap anggaran BPKHTL
Wilayah XXI, namun tidak merubah pagu anggaran.

b. Pencadangan Anggaran Terjadi penambahan anggaran yang diberikan
(Automatic Adjustment) Tahap Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar
II serta Penambahan Anggaran Rp. 42.038.000

dari Ditjen PKTL

Ditjen PKTL Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar
Rp. 2.906.514.000

d. Penambahan Anggaran dari Terjadi penambahan anggaran yang diberikan
Ditjen PKTL Ditjen PKTL kepada BPKHTL Wilayah XXI sebesar
Rp. 444.000.000

e. Penyesuaian Anggaran yang Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan prioritas

berstatus blokir (Automatic dan mendesak akhir tahun 2022, seluruh anggaran

Adjustment) AA Tahun 2022  yang masih terblokir (Automatic Adjustment)
direalokasi ke Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara (BA BUN).




Adapun capaian kinerja Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Balai
Pemantapan Kawasan Hutal dan Tata Lingkungan Wilayah XXI adalah sebagai
berikut :

Tabel Capaian Kinerja BPKHTL Wilayah XXI Tahun 2022

Layanan Umum Layanan 1 1

Layanan Perkantoran Layanan | 1
Hasil Verifikasi PNBP

Penggunaan Kawasan Hutan Badan Usaha 19 19
di Wilayah Kerja BPKHTL

Fasilitasi Rencana

Pengelolaan Hutan di KPH Lembaga . A
Data dan Informasi

Pemantauan SDH di wilayah Layanan 1 1
kerja BPKHTL

Panjang Batas Kawasan Rekomendasi 1 1
Hutan yang telah diselesaikan Kebijakan

Inventarisasi, Verifikasi, BATB Bekomendas

obyek TORA dalam kawasan Kabiiakan 1 1
hutan el

Layanan Kajian Tata

Lingkungan usaha dan Layanan 1 1
kegiatan di wilayah kerja

BPKHTL

Layanan Kajian Tata

Lingkungan kebijakan wilayah Layanan 1 1
dan sektor di wilayah kerja

BPKHTL




Pada tahun 2023 berjalan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI mengalami beberapa Perubahan Anggaran yang sejalan
dengan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan sehingga mempengaruhi beberapa target capaian ataupun
sasaran yang telah ditetapkan, adapun perubahan penyesuaian yang dilakukan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Prognosis Capaian Kinerja BPKHTL Tahun 2023

Layanan Umum Layanan
Layanan Perkantoran Layanan 1 1
Layanan Sarana dan Unit 87 87

Prasarana Internal

Hasil Verifikasi PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan Badan Usaha 12 24
di Wilayah Kerja BPKHTL

Data dan Informasi

Pemantauan SDH di wilayah Layanan 1 1
kerja BPKHTL

Panjang Batas Kawasan Rekomendasi 1 1
Hutan yang telah diselesaikan Kebijakan

Inventarisasi, Verifikasi, BATB Rekomendas

obyek TORA dalam kawasan Kebiiak 1 1
hitan ebijakan

Layanan Kajian Tata

Lingkungan usaha dan

kegiatan di wilayah kerja Layenan : 1
BPKHTL

Layanan Kajian Tata

Lingkungan kebijakan wilayah Layanan 1 1

dan sektor di wilayah kerja
BPKHTL




B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Capaian Serapan Anggaran tahun 2022 pada BPKHTL Wilayah XXI
merupakan jumlah anggaran yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan
beberapa kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung dan mencapai
target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

Sedangkan prognosis Tahun 2023 merupakan perkiraan jumlah anggaran
yang akan dimanfaatkan dalam melaksankan beberapa kegiatan guna mendukung
dan mencapai target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Adapun serapan anggaran BPKHTL Wilayah XXI pada Tahun 2022 dapat
dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022.

Panjang Batas Kawasan
Hutan yang Telah

diselesaikan hak-hak pihak

Terselesaikannya

Penetapan Seluruh 12.012.021.000 | 12.011.946.897 100

Kawrfan Hutan ketiga -

Terselesaikannya P
Dokumen hasil

Terselesaikannya Inventarisasi, verifikasi dan

Pelepasan Kawasan Hutan |BATB obyek TORA dalam 660.135.000 659.950.500 99,97

Untuk TORA kawasan hutan di Wilayah

Kerja BPKHTL

Menlngletnya L5yanan

Kajian tata Lingkungan EYR0RT el T

Lingkungan Kebijakan

::E&ik:?w\.;i;mhszjr; Wilayah dan Sektor di 22.038.000 22.028.882 99,96
BPKH Wilayah Kerja BPKH
Meningkatnya Layanan Layanan Kajian Tata
Kajian Tata Lingkungan Lingkungan Kebijakan 20.000.000 19.998.801 99,99

Usaha dan Kegiatan di Usaha dan Kegiatan di

Sicyeh keta BKHL R Kerla BPREL —

-

Tersedia dan Data dan Informasi
Termutakhirkannya data  |Penutupan Lahan Nasional 97.000.000 97.000.000 100
dan informasi SDH _ i Wilayah Kerja BPKH

Terlayaninya Permohonan
Penggunaan kawasan
hutan dan tersedianya data
informasi PNBP
penggunaan kawasan
hutan

Hasil Verifikasi PNBP

Penggunaan Kawsan Hutan| 161.500.000 161.500.000 100
Di Wilayah Kerja BPKH




P —

LNtz

Meningkatnya Kondisi
birokrasi dan layanan
publik yang agile, efektif,
dan efisien lingkup DITJEN
PKTL

i xS - s ek i ..-:~.::q
Fasilitas dan Pembinaan
Pe

Fasilitas Rencana

355.000.000

354.993.385

100

_e_lolaa n Huta di KP_H

756.000.000

752.177.168

99,49

Layanan Umum

Gaji dan Tunjangan 3.741.783.000 3.681.488.940 98,39
Laporan Keuangan DITJEN

PKTL yang tertib dan 2.001.172.000 1.999.621.940 99,92
akuntabel

Sedangkan untuk Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat
sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel

S T S R AR PR Y
T‘ 8 "
T e e i F R RS &

Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023.

Terselesaikannya
Penetapan Seluruh
Kawasan Hutan

A T

' Panjang Batas Kawasan |

Hutan yang Telah
diselesaikan hak-hak pihak

20.228.620.000

20.228.366.196

100

Terselesaikannya
Pelepasan Kawasan Hutan
Untuk TORA

kurneh

hasil
Inventarisasi, verifikasi dan
BATB obyek TORA dalam
kawasan hutan di Wilayah
Kerja BPKHTL

1.084.907.000

1.084.897.000

100

usaha

M:enihglcatr\-\}éyLayanan
Kajian tata Lingkungan

Layanan Kajian Tata
Lingkungan Kebijakan

Usaha dan Kegiatan di
Wilayah kerja BPKH

Usaha dan Kegiatan di
Wilayah Kerja BPKH

I;:z{)&:’kg:\wv?}imhkg?jr; W?Iayah dan. Sektor di 50.000.000 49.996.862 99,99
BPKH Wilayah Kerja BPKH
Meningkatnya Layanan Layanan Kajian Tata
Kajian Tata Lingkungan Lingkungan Kebijakan 50.000.000 49.999.606 100




Tersedia dan
Termutakhirkannya data
dan informasi SDH

Terlayaninya Permohonan
Penggunaan kawasan
hutan dan tersedianya data
informasi PNBP
penggunaan kawasan
hutan

Meningkatnya Kondisi
birokrasi dan layanan
publik yang agile, efektif,
dan efisien lingkup DITJEN
PKTL

Data dan Informasi

TR

Sumber Daya Hutan Hasil

Inventarisasi Hutan 70.000.000 69.999.900 100
Nasional di Wilayah Kerja

BPKH

Data dan Informasi

Penutupan Lahan Nasional 94.920.000 94.920.000 100

di Wilayah Kerja BPKH

Hasil Verifikasi PNBP
Penggunaan Kawsan Hutan
Di Wilayah Kerja BPKH

719.500.000

Nilai SAKIP pada DITJEN

719.498.173

100

i 898.900.000 898.290.475 99,93
;;eK‘fL' Metiitds ST IEN 5.845.660.000 | 5.844.888.104 | 99,99
Laporan Keuangan DITJEN

PKTL yang tertib dan 2.032.200.000 2.032.200.000 100

akuntabel




BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas
Nasional

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun
untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen
untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1)
kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka
pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka
evaluasi dan pengendalian.

Adapun tema RKP tahun 2024 yakni mempercepat transpormasi ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan yakni
mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan
jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi
bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi
berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan
delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan
penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4)
penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi
energi, (6) percepatan pembangunal infrastruktur dasar dan konektivitas, (7)
percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaaan Pemilihan
Umum tahun 2024.

Arah kebijakan dan strategi tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam 7
(tujuh) Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Tujuh Prioritas Nasional merupakan
Agenda Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun
2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta
mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan
jangka menengah. Sebagai suatu kebljakan yang sistematis dan terarah, desain
masing-masing Prioritas Nasional memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan.

Dalam mendukung agenda pembangunan nasional tahun 2024, Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pada 3 (tiga)
Prioritas Nasional, yakni:



L Prlomas Nauona! 1 Memperkum Kdahansn Ekonnm: umuk FerlumMan ' yang Berkuslﬂas dan Berkeadilan

02-Peningkatan

: : Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan
Kuantitas/Ketah i
ananAiruntuk  02-Pengelolaan Hutan 022:231:1@1 Proses Revisi RPHJP
Mesng Berkelanyi o Pengelolaan Hutan
Pertumbuhan
Ekonomi Kequ(an Panntapan Kawasan Hmm

Bms Kawasan Huien Yang Tehh Deaalasaakan

Pnontas Nulonal 3—Men|ngkstkm Swumber Daya Manusla Bu'kuainas dan Berdaya Samg o = “ »

01-F‘enataan Inventarisasi, vanf;kam dan BATB obyek TORA daiam
: Penguasaan dan kawasan hutan
06-Pengentasan 3 i FIER RO RS e A te e R i
Kemiskinan 03-Reforma Agraria Pemilikan TORA Kebjjakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA

(termasuk Pelepasan s
S Hutan) Data dan Areai Perhutnnsn Sos:al :

Pnontas N“”"" 3 Membangun Lll'lilkungan Hldup Mamngkatkan Kelahanan Bam:ana dan Perubahan lkin'n ey i

01-Pencegahan 06-Pencegahan Bop el
K:r:‘:;“:g‘wdn::r K e:nii::gg:‘nan Dokumen Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi
Daya Alam dan Hayati dan {05 Jufa Hay

ngkungm t-hdup Kuusakan Ekocnstam

Reguiasidan Dokumen D3TLH dan Informasi Ekoregion |
Kelembagaan Bidang A s Rl
Sumber Daya Alam Dokumon qun Lingkungan Hndup Strdegls (KLHS) Daerah yang
dan Lingkungan Hidup dlvaldasl

01- F;(e:!mkdan di Pusat dan Daerah Ens Ekom:rm Lingkungan Hldup SRR SRSt
Lingkungan 04-Penguatan Layanan Kajian Tata ngkungan Keblfd(an Wllayah dan Sektor d1'
Hidup Kelembagaan dan wﬂayah Ker]a BPKHTL |
Penegakan Hukum di S e |

Bidang Sumbar Daya 02-Penguatan Sistem Smem kqmn dampd; Ingkup_gan < <
i da;'lalu?ungm Perizinan,  Sistem informasi dokumen kngkungnn hldup ynng dtkembangkan -

Fangawssan, den Layanan qun Tata Llngkungan Usaha dan Kegiatan di
Pargamenn \mlayah Ker}a BPKHTL
Pengelolaan Sumber

_Days Alam d,a" Layanan Parmohonan Pem[alan dan F'amenkssan Dokumen e
Lingkungan Hidup Lingkungan

Dokurﬁon itasti ndentrﬁmsl dan pemdaan dampak ltngkungan ‘
usaha dan/atau kegiatan pada kawasan indeks jasa
Imgkungan lmggl

Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI (
BPKHTL XXI ) berdasarkan kedudukan merupakan salah satu satuan kerja
dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta
berdasarkan Tugas dan Fungsinya selaku Satuan Kerja secara tidak langsung
berperan dalam mendukung Program KLHK dan Program Nasional dengan
mendukung Strategi dan melaksanakan Kegiatan yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam mendukung Program
KLHK dan Program Prioritas Nasional.



B. Rencana Kerja BPKHTL XXI Tahun 2024

Rencana Kerja BPKHTL XXI tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2024, dan
beberapa kebijakan penganggaran dan target kinerja tahun 2024, dimana
terdapat 3 (tiga) Program yang didukung dan dilaksanakan oleh BPKHTL XXI serta
sejalan dengan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
antara lain :

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup
adalah meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap
kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan.

2. Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program pembangunan hutan
berkelanjutan adalah menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu
memulihkan ekonomi nasional. Sebagai entitas pembangunan, geliat ekonomi
tapak hutan diupayakan semakin tangguh, terus tumbuh memproduksi
barang dan jasa, meningkatkan dan mempertahankan kelestarian hutan baik
di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

3. Program Dukungan Manajemen.

Kondisi yang ditargetkan sebagai sasaran program dukungan manajemen
adalah sebagai payung besar dalam upaya peningkatan reformasi birokrasi,
tata kelola pemerintahan yang baik, dan transformasi pelayanan publik dalam
bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan pada
masing — masing program dengan rincian output dan target pada masing -
masing kegiatan sebagaimana pada tabel berikut :



Layanan Umum 1 1 Layanan Rp 700.000.000| Rp 700.000.000
Dukungan
Manajemen dan
Dukungan pelaksanaan Layi;'n:ﬁal')uku?‘gan Layanan Perkantoran 1 1 Layanan Rp 6.167.583.000| Rp 6.878.558.000
Manajemen tugas teknis : nte:enn;le
lainnya DITJEN d
Fisls. Layanan Sarana Internal 39 39 Unit Rp 832.400.000| Rp 832.400.000
Layanan Tata
Lingkungan Kebijakan ! 1 layanan | Rp  400.000.000| Rp  354.503.000
Kualitas Pencegahan : Wilayah dan Sektor di
Lingkungan Bariioak Pelayanan Publik |wilayah Kerja BPKHTL
g‘ . o Lainnya Layanan Tata
o Lingkungan Lingkungan Usaha dan
Kegiatan di Wilayah ik 1 Layanan Rp 700.000.000{ Rp 621.497.000
Kerja BPKHTL




Inventarisasi, Verifikasi

Pengukuhan dan Kebijakan Bidang dan BATB obyek TORA 1 1 Ri';%r?ae:::ﬂ Rp 43.796.970.000] Rp 33.741.187.000
Penatagunaan |dalam Kawasan Hutan :
Kawasan Hutan Kehutanan Batas Kawasan hutan Rekomendasi
" . ; 1 1 Kebitalan Rp 150.000.000] Rp 134.657.000
Data dan Informasi
Hutan Ailavah Keda DPKS LIl
Berkelanjutan | Inventarisasi dan Data dan Informasi
Pemantauan | Data dan Informasi [P€nutupan Lahan , 1 1 Layanan Rp 94.920.000| Rp 94.920.000
Sumber Daya Publik Nasional di Wilayah Kerja
Hutan BEKHIL z
Hasil Verifikasi PNBP
Penggunaan Kawasan 31 | 121 |BadanUsaha| Rp 1.155.000.000 Rp  3.147.734.000
Hutan di Wilayah Kerja
RPKHTI
TOTAL ANGGARAN Rp 55.814.353.000 | Rp 48.322.936.000

TOTAL BLOKIR

Rp 1.100.000.000

Rp 400.000.000




BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI Tahun 2024 memegang peranan yang sangat penting
sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Renja ini menjadi acuan dan
pedoman bagi segenap pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan di
tahun 2024. Rencana kerja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
program dan kegiatan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan
Wilayah XXI dengan sasaran pembangunan nasional sehingga target kinerja pada
akhir tahun periode rencana Strategis dapat tercapai.

Dengan anggaran yang tersedia, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXIberupaya untuk mencapai target-target prioritas yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan mengusung langkah-langkah
strategis dalam pencapaian sasaran. Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XXI tetap berupaya melakukan inovasi-inovasi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan agar sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat
tercapai secara maksimal.

Pada akhirnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI diharapkan dapat memberikan
dampak positif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada umumnya dan
Provinsi Kalimantan Tengah pada khususnya sehingga dapat dirasakan oleh
masyarakat. Selanjutnya, komitmen untuk mengimplementasikan rencana kerja Balai
Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2024 dan
DIPA TA. 2024 dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pemantapan
Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI tahun 2024.



